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Abstract 
According to SFAS 26, the loan costs that could directly attributable are the 
acquisition for construction or the manufacture of qualifying assets, whereas the 
financial assets and inventories which is manufactured or produced in the short 
term does not include as a qualifying assets. For the assets which is ready for use 
or sale when acquired in accordance with the intention when acquired are not 
include as a qualifying assets, thus the loan costs are recognized immediately as 
cost in the current period. It ussualy happended in property industry wheres that 
industry use the loan fo the capital building.  The properties give an economic 
strongnese in the future. 
Keywords: loan costs, qualifying assets, property. 
 
PENDAHULUAN 
 PSAK 26 revisi 2012 telah menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi 
atas biaya pinjaman suatu aset dimana fungsi dari biaya pinjaman merupakan 
suatu modal utama suatu entitas atas pembiayaan atas usaha. Biaya pinjaman yang 
dapat diakui pada peraturan ini merupakan biaya pinjaman atas aset yang 
memiliki masa ekonomis lebih dari periode berjalan atau masa manfaat yang 
panjang hingga aset tersebut tersedia untuk dijual.  
 Aset perolehan yang dimaksud dalam PSAK 26 (rev 2012) ini lebih 
banyak digunakan pada industri properti dimana properti sudah menjadi  suatu 
kebutuhan bagi penduduk Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa usaha ini telah 
memberi peluang yang  besar bagi pengusaha. Berdasarkan data statistik dari 
Kementrian Perumahan Rakyat kebutuhan rumah sudah mencapai 1,2 juta unit. 
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Keadaan pasar demikian maka peluang usaha pada sektor properti telah memberi 
kesempatan yang besar. Selain untuk hunian konsumen juga memanfaatkan 
properti sebagai investasi yang dapat disewakan berdasar pantauan central 
business district penyewaan properti mencapai 8 persen hingga 11 persen.  
 Perbankan sebagai salah satu institusi keuangan yang masih mendominasi 
kegiatan ekonomi di Indonesia sehingga perbankan telah berperan aktif 
untukmembiayai industri properti. Pengembangan kredit modal kerja dan kredit 
investasi dalam jangka pendek tampaknya cenderung akan terhambat. Secara 
umum, pemberian kredit akan semakin meningkat dalam jangka panjang atau 
dalam jangka waktu diatas 5 tahun dari sekarang. Ketidakpastian kondisi ekonomi 
dalam jangka pendek, mengancam pengembang untuk pembiayaan jangka 
pendek. Terkait dengan kebijakan suku bunga yang akan ditempuh perbankan di 
masa mendatang, sebagian besar responden menyatakan akan melakukan 
penyesuaian kebijakan suku bunga yang meningkat baik dalam jangka pendek, 
menengah dan panjang. Ekspektasi yang hampir merata di semua responden 
perbankan ini menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap tingkat suku bunga ke 
depan masih akan terus meningkat terutama dalam jangka pendek.  
 Suku bunga atas pembiayaan modal yang tinggi merupakan pilihan yang 
sulit bagi pengembang properti karena tidak dapat dipungkiri bahwa pembiayaan 
yang didapat entitas telah melibatkan perbankan sebagai pemodal usaha. Sehingga 
pengakuan atas biaya pinjaman tersebut sangat penting bagi pengembang karena 
pengakuan tersebut dapat mempengaruhi laporan laba rugi entitas.  Namun tidak 
semua biaya pinjaman dapat diakui sebagai biaya perolehan. Sehingga biaya 
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pinjaman tersebut harus diuji ulang lagi sebelum disajikan dalam laporan 
keuangan.  
 Berdasarkan permasalahan diatas menarik untuk dibahas bagaimana 
perlakuan akuntansi selisih kurs mata uang asing atas biaya pinjaman pada 
industri perbankan serta bagaimana solusinya apabila entitas membutuhkan 
pinjaman pada bank dengan kondisi perekonomian yang mengalami inflasi tinggi? 
Dengan demikian ditariklah sebuah judul, “PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS 
BIAYA PINJAMAN PADA INDUSTRI PROPERTI MELALUI KREDIT 
PERBANKAN BERDASARKAN PSAK 26 (REVISI 2012)” 
 
KAJIAN TEORI 
Prinsip dasar PSAK 26 revisi 2012 yaitu Biaya pinjaman yang dapat 
diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset 
kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya 
pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk 
akuntansi biaya pinjaman. Pernyataan ini tidak mengatur biaya ekuitas (actual or 
imputed cost of equity), termasuk modal preferen yang tidak diklasifikasikan 
sebagai liabilitas. Entitas tidak dipersyaratkan untuk menerapkan pernyataan ini 
untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, 
konstruksi, atau produksi dari: (a) aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar; 
atau (b) persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jumlah besar dengan 
dasar berulang. 
 Aset kualifikasian adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama 
agar siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Biaya pinjaman 
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adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan 
peminjaman dana. 
Biaya pinjaman dapat meliputi: (a) beban bunga yang dihitung 
menggunakan metode suku bunga efektif seperti dijelaskan dalam PSAK 55 
(revisi 2011): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; (b) beban 
keuangan dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan PSAK 30 (revisi 
2011): Sewa; dan (c) selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang 
asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya 
bunga. Tergantung keadaan, aset berikut dapat dikategorikan sebagai aset 
kualifikasian: (a) persediaan; (b) pabrik; (c) fasilitas pembangkit listrik; (d) aset 
tidak berwujud; (e) properti investasi. Aset keuangan dan persediaan yang 
dipabrikasi atau diproduksi dalam jangka waktu pendek bukan merupakan aset 
kualifikasian. Aset yang siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau 
dijual ketika diperoleh bukan merupakan aset kualifikasian. 
Penghentian kapitalisasi apabila setiap pinjaman khusus maupun umum 
pada bank atau leasing yang digunakan untuk memperoleh  aset atau membangun 
asset, review biaya pinjaman yang terjadi seperti bunga yang dibayarkan 
sedangkan untuk pinjaman dalam valuta asing pastikan juga selisih kurs yang 
timbul diakui sebagai biaya pinjaman yang dapat diatribusikan pada perolehan 
asetnya. 
Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan 
perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian adalah biaya pinjaman 
yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan. Jika 
entitas meminjam dana secara khusus untuk tujuan memperoleh suatu aset 
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kualifikasian tertentu, maka biaya pinjaman yang terkait secara langsung dengan 
aset kualifikasian dapat diidentifikasi dengan mudah.  
Kesulitan yang dihadapi yaitu mengidentifikasi hubungan langsung antara 
pinjaman tertentu dan aset kualifikasian dan untuk menentukan pinjaman yang 
dapat dihindari. Kesulitan tersebut timbul ketika: (a) kegiatan pembiayaan dari 
entitas dikoordinasikan secara terpusat; (b) suatu kelompok usaha menggunakan 
berbagai bentuk instrumen utang untuk meminjam dana dengan tingkat bunga 
yang berbeda-beda dan meminjamkan dana tersebut kepada entitas lain dalam 
kelompok usaha tersebut dengan dasar yang berbeda-beda. Akibatnya, penentuan 
jumlah biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan 
perolehan aset kualifikasian menjadi sulit dan diperlukan adanya pertimbangan.  
Bunga pinjaman yang dimaksud di atas menurut Kamus Keuangan Bahasa 
Indonesia, Departemen Keuangan RI yang menyatakan bahwa: Bunga adalah 
imbalan atas penggunaan sejumlah uang berdasarkan perjanjian pinjam – 
meminjam (interest). Semakin tinggi resiko pengembalian atas suatu pinjaman, 
maka semakin tinggi pula biaya bunga yang dibebankan atas pinjaman tersebut. 
Financial distress adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh 
suatu perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. 
Perubahan klasifikasi yang diakui apabila entitas prosedur penjabaran 
yang dapat diterapkan pada klasifikasi yang direvisi harus diterapkan sejak 
tanggal perubahan klasifikasi. Suatu perubahan dalam cara pembiayaan dan 
operasi suatu kegiatan usaha luar negeri sehubungan dengan perusahaan pelapor 
dapat menyebabkan perubahan klasifikasi entitas itu. Jika suatu kegiatan usaha 
luar negeri yang integral dengan operasi perusahaan pelapor diklasifikasikan 
6 
 
kembali sebagai suatu entitas asing, beda nilai tukar yang timbul pada penjabaran 
aktiva non-moneter pada tanggal pengklasifikasian ulang diklasifikasikan sebagai 
ekuitas. Jika suatu entitas asing diklasifikasikan ulang sebagai suatu kegiatan 
usaha luar negeri yang integral dengan operasi perusahaan pelapor, jumlah yang 
dijabarkan dari pos non moneter pada tanggal perubahan diperlakukan sebagai 
biaya historis untuk pos-pos tersebut pada tanggal perubahan dan periode 
berikutnya. Beda nilai tukar yang telah ditangguhkan tidak diakui sebagai 
pendapatan atau beban hingga pelepasan (disposal) operasi. 
Properti investasi adalah (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu 
bangunan atau kedua duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau lesse melalui sewa 
pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai atau keduanya dan 
tidak untuk : (a) digunakan dalam produksi atau penyedia barang atau jasa atau 
untuk tujuan administratif; (b) dijual dalam kegiatan sehari-hari. Contoh  properti 
investasi: (a) tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan 
bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan sehari-hari; (b) tanah yang 
dikuasai saat ini yang penggunaannya belum ditentukan; (c) bangunan yang 
dimiliki melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu 
atau lebih sewa operasi; (d) bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk 
disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Contoh bukan 
properti investasi; (a) properti yang dimaksud untuk dijual dalam kegiatan usaha 
sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan untuk dijual ; (b) properti 
yang digunkan sendiri; (c) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan 
cara sewa pembiayaan. 
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Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan 
manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan 
mengalir ke entitas dan Biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara 
andal. Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk 
dalam pengukuran awal tersebut. Biaya perolehan properti investasi yang dibeli 
meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara 
langsung.  Termasuk biaya yang diatribusikan secara langsung : (a) biaya jasa 
hukum; (b) pajak penjualan. Tidak termasuk biaya perolehan: (a) biaya perintisan; 
(b) kerugian perintisan (kecuali biaya yang diperlukan untuk membawa properti 
ke kondisi yang diinginkan sehingga dapat digunakan sesuai dengan maksud 
manajemen); (c) kerugian operasional – terjadi sebelum mencapai tingkat hunian 
yang direncanakan; (d) pemborosan bahan baku, buruh atau sumber daya lain 
yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti. 
Setelah pengakuan awal, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memilih model 
nilai wajar atau model biaya sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan 
kebijakan tersebut pada seluruh properti investasi model nilai wajar properti 
investasi dicatat pada nilai wajar pada tanggal pelaporan. Model biaya investasi 
dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi 
penurunan nilai.  
   
PEMBAHASAN 
Prospek Industri Properti 
 Perkembangan Industri properti dewasa ini telah membuka peluang 
kepada pengembang properti di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan penduduk 
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penduduk maka pertumbuhan properti semakin meningkat. Terdapat dau alasan 
yang mendukung perkembangan properti dewasa ini. Pertama, keuntungan modal 
alias capital gain yang diperoleh dari selisih harga beli dengan harga jual dan 
kedua, pendapatan pasif dari penyewaan aset properti. Hal ini didukung oleh 
potensi return dari bisnis penyewaan properti untuk  kalangan menengah ke atas 
berkisar 8 persen - 11 persen dengan pasar segmen kondominium, sedangkan 
untuk properti komersial seperti ruko, rukan, gudang, dan perkantoran, capital 
gain-nya berkisar 10 persen - 20 persen. 
Secara urutan, pertumbuhan sektor properti (bangunan) tersebut masih 
cukup baik setelah pertumbuhan tertinggi pada sektor pengangkutan, listrik, 
keuangan dan perdagangan. saat ini Indonesia merupakan termasuk negara 
triliuner dari segi PDB dan tergabung dalam kelompok 20 negara terkaya didunia 
dari sektor PDB. Dengan total PDB sebesar 1 triliun USD dan pendapatan 
perkapita sebesar 3000 USD lebih, menjadikan Indonesia masuk dalam negara 
berpendapatan kelas menengah di dunia. Aliran investasi asing atau foreign direct 
investment ke Indonesia semakin meningkat dan merupakan yang terbesar di Asia 
Tenggara. 
Pembiayaan Melalui Kredit Perbankan 
Dalam melakukan alokasi kredit kepada pengembang, perbankan secara 
umum menghadapi permasalahan terutama menyangkut objek kredit yang 
dianggap beresiko tinggi, nilai agunan yang tidak mencukupi serta terbatasnya 
informasi debitur yang bankable. Hal ini sejalan dengan pendapat pengembang 
yang menganggap bahwa nilai agunan yang diminta perbankan sangat tinggi, 
disamping posisi pengembang yang cenderung dilematis dalam memberikan 
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agunan dalam bentuk objek properti yang dibiayai terkait dengan masalah hukum 
yang mungkin timbul.  
Kesulitan perbankan terhadap informasi debitur yang bankable, pada 
dasarnya tergantung dari kemampuan bank dalam melakukan studi kelayakan 
proyek maupun kondisi keuangan debitur. Perbankan cenderung semakin bersikap 
konservatif dalam menerima calon debitur baru yang belum dikenalnya sama 
sekali. Sebagian kecil perbankan juga berpendapat bahwa informasi mengenai 
industri/pasar properti masih belum lengkap/terbuka sehingga masih terdapat 
asymmetric information di pasar properti.  
Pengakuan Awal 
 Berdasarkan PSAK 26 (Revisi 2012) menyataka bahwa entitas dapat 
mengakui biaya pinjaman sebagai biaya perolehan apabila biaya pinjaman 
tersebut sudah dikapitalisasi dimana biaya yang dikapitalisasi merupakan biaya 
yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau 
pembuat aset kualifikasian sehingga menghasilkan manfaat ekonomi bagi entitas 
dimasa datang dan dapat diukur secara andal, sedangkan biaya pinjaman lainnya 
diakui sebagai beban pada periode terjadinya.  
Entitas dapat mendapat pinjaman dana secara khusus dan secara umum. 
Ketika  entitas meminjam dana secara khusus untuk tujuan memperoleh aset 
kualifikasian, maka entitas tersebut menentukan jumlah biaya pinjaman yang 
dapat dikapitalisasi sebesar  biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode 
dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut. 
Perjanjian pembiayaan untuk aset kualifikasian dapat mengakibatkan 
entitas memperoleh dana pinjaman dan biaya pinjaman terkait terjadi sebelum 
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sebagian atau seluruh dana tersebut digunakan untuk pengeluaran atas aset 
kualifikasian. Dalam kondisi demikian, dana tersebut seringkali diinvestasikan 
sementara menunggu pengeluaran atas aset kualifikasian. Dalam menentukan 
jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi selama suatu periode, maka 
setiap penghasilan investasi yang diterima atas dana tersebut dikurangkan dari 
biaya pinjaman yang terjadi. 
 
 
Jika entitas meminjam dana secara umum lalu menggunakannya untuk 
memperoleh suatu aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya 
pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi 
terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Tarif kapitalisasi adalah rata-rata 
tertimbang biaya pinjaman atas saldo pinjaman selama periode, diluar pinjaman 
untuk memperoleh aset kualifikasian. Jumlah biaya pinjaman dikapitalisasi selama 
suatu periode tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi pada 
periode tersebut. 
 
 
   Dalam keadaan tertentu, seluruh biaya pinjaman induk perusahaan dan 
anak perusahaannya dapat dimasukkan ketika menghitung rata-rata tertimbang 
biaya pinjaman. Dalam keadaan lain, setiap anak perusahaan dapat menggunakan 
rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari pinjamannya sendiri. 
Pengukuran Awal 
 Entitas mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya 
perolehan aset kualifikasian pada tanggal awal. Tanggal awal kapitalisasi adalah 
Biaya Pinjaman Aktual  – Setiap Penghasilan investasi 
Rata – rata tertimbang biaya pinjaman aktual > jumlah biaya pinjaman aktual 
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tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi semua kondisi berikut: (a) 
terjadinya pengeluaran untuk aset; (b) terjadinya biaya pinjaman; dan (c) entitas 
telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat 
digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. 
Pengukuran setelah Pengakuan Awal  
 Entitas menghentikan sementara pengukuran biaya pinjaman selama 
periode yang diperpanjang ketika pengembangan aktif aset kualifikasian juga 
dihentikan. Suatu aset siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual 
ketika konstruksi fisik selesai, walaupun pekerjaan rutin administratif mungkin 
masih berlanjut. Jika modifikasi kecil masih berlangsung, seperti dekorasi 
terhadap aset sesuai spesifikasi pembeli atau pemakai, hal ini mengindikasikan 
telah terjadi penyelesaian seluruh aktivitas secara substansial. 
Penyajian  
 Penyajian biaya pinjaman dapat dilaporkan padda laporan keuangan pada 
aset dan liabilitas laporan keuangan tersebut. Penyajian pada aset akan disajikan 
pada dua chart of account yaitu pada; (1) piutang lain – lain karena persediaan 
aset kualifikasian dinyatakan sebesar nilai biaya perolehan dengan menggunakan 
metoda rata – rata dan (2) dalam akun aset tetap setelah dikurangi akumulasi 
penyesuaian karena akun ini dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi 
akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai dengan menggunakan metode 
garis lurus. 
Disclosure  atau Pengungkapan  
 Entitas mengungkapkan: (a) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi 
selama periode berjalan; (b) tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan 
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jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Entitas mengungkapkan jumlah 
biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan pada biaya perolehan 
aset karena dengan tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah 
biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Perseroan wajib menjelaskan antara lain 
kebijakan akuntansi untuk: (a) pengakuan awal properti investasi; (b) pengukuran 
setelah pengakuan awal properti investasi (model nilai wajar atau model biaya); 
(c) estimasi umur manfaat dan/atau tarif penyusutan untuk model biaya; (d) 
penghentian pengakuan properti investasi. 
·           Jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk: (a) penghasilan rental dari 
properti investasi; (b) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan 
pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan 
rental selama periode. Khusus untuk properti investasi yang menggunakan model 
Nilai Wajar, selain pengungkapan sebagaimana dimaksud diatas ditambahkan 
pengungkapan: (a) rekonsiliasi antara jumlah tercatat properti investasi pada awal 
dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan; (b)pengurangan; (c) 
reklasifikasi;  
·         Saat suatu penilaian terhadap properti investasi disesuaikan secara 
signifikan untuk tujuan pelaporan keuangan, maka Perseroan mengungkapkan 
rekonsiliasi antara penilaian tersebut dan penilaian yang telah disesuaikan yang 
dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan menunjukkan secara terpisah: (a) 
jumlah agregat dari pengakuan kewajiban sewa yang telah ditambahkan kembali; 
(b) penyesuaian signifikan lain. Khusus untuk properti investasi yang 
menggunakan model biaya, selain pengungkapan sebagaimana dimaksud diatas 
ditambahkan pengungkapan rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi 
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penyusutan properti investasi pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan 
penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi. 
·         Jumlah penyusutan untuk masing-masing periode penyajian dan alokasi 
beban penyusutan merupakan jumlah rugi penurunan nilai yang diakui, dan 
jumlah pemulihan rugi penurunan nilai, selama satu periode sesuai SAK yang 
berlaku. Khusus untuk properti investasi dalam proses pembangunan dan 
pengembangan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan: (a) rincian 
properti investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan; (b) persentase 
jumlah tercatat terhadap nilai kontrak; (c) estimasi saat penyelesaian; (d) 
hambatan kelanjutan penyelesaian; (e) jumlah pengeluaran yang diakui dalam 
jumlah tercatat properti investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan. 
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SIMPULAN 
 Suatu biaya bunga pinjaman boleh dikapitalisasi jika dana pinjaman untuk 
membiayai aset kualifikasian. Dana pinjaman secara spesifik, maka biaya 
pinjaman yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya bunga aktual dikurangi dengan 
pendapatan investasi temporer dari dana yang belum digunakan. Dana pinjaman 
yang diperoleh secara umum, maka biaya pinjaman dihitung dengan menerapkan 
suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran aset tersebut. Kapitalisasi dimulai, 
jika sudah terjadi pengeluaran untuk aset, terjadinya biaya pinjaman, dan telah 
dilakukan aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset untuk digunakan atau 
dijual sesuai dengan maksudnya.  Kapitalisasi dihentikan ketika secara subtansial 
seluruh aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset kualifikasian untuk 
digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya telah selesai. 
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